SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 223/PL.02.1-Kpt/3307/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
WONOSOBO NOMOR 291 /PL.02.1-Kpt/3307/KPU-Kab/XI1/2019 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

WONOSOBO TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO,

Menimbang

: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf d dan

huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
Penetapan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi
Undang-Undang, yang pada pokoknya menyatakan,
tugas dan wewenang KPU Kabupaten dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diantaranya
menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk
setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati
dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan, dan memutakhirkan data
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Mengingat

- Peihilih berdasarkan data »ke’pendudukan yang
disiapkan dan diserahkan oleh Pemenntah dengan‘

memperhatlkan data terakhlr ' -

. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan

~ Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum

| Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data

dan Penyusunan Daftar Pem1hh dalam Pem1hhan

Gubernur dan Wakil Gubernur Bupat1 dan Wakil
Bupatl dan /: atau Wahkota dan . ‘Wakil Wahkota

- sebagalmana diubah dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor ‘19 Tahun 2019 teﬁtang

Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum

" Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data
“dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemlhhan‘
, Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakﬂ
.i ‘Bupatl dan /atau Wahkota dan Wakil Wahkota, N
. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana
- f dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu
_~ ‘menetapkan 'Keputus.any Komisi Pemilihan Umum
:K‘abupateh Wonosobo tentang Pedoman Teknis

Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih

Dalam Pemilihan Bupat1 dan Wakll Bupati

' ‘Wonosobo Tahun 2020.

. Undang—Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang
o Penetapan Peraturan Pemermtah Penggantl Undang-
: Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan

Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Tahuri 2015 Nomor 23,

~Tambahan Lembaran Negara '»Ré;p‘u‘blik‘ Indonesia

Nomor 5656) sebagaimanab telah beberapa kali

~diubah, terakhir dengan Pérafuran Pemerintah
'_;;Penggantl Undang—Undang Nomor 2 Tahun 2020
tentang- Perubahan ketiga atas Undang—Undang
 Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
-~ Pemerintah Pengganti Undang;Undang Nomor 1
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: Tahun 2014 tentang Pemilih'anr Bupati dan Wakil
o Bupat1 menjach Undang-Undang (Lembaran Negara ’
Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembvaran

Negara Repubhk Indonesia Nomor 6512);

. ‘Ur.idang-Undang Nbrrit)i' 7 Tahun 2017‘ tentang
»vz,Pe’milihan Umum' (Lemba‘ran“i ‘Negara _: Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

Peraturan Kom1s1 Pemlhhan Umum Nomor = 06
’{_"Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata
f ’Ker_]a Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
i ,Sekfetariat Komisi Pemilihan ~Umum  Provinsi,
:Vidan . Sekre;taﬁat Komisi  Pemilihan Uihum'

| ‘Kabupaten/Kota, sebégéimané telah diubah dengan
 Peraturan Komisi Pemilihank ‘Umum Nomor 22
rf;"‘vTahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi
"Pemlhhan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang

‘ kSusunan Organisasi dan Tata Ker;]a Sekretarlat.,
v 'Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretanat'

Kom1s1 Pemlhhan Umum Prov1n51 dan Sekretanat’

Komisi Pemlhhan Umum Kabupaten /Kota;

+. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun
2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan
, ~Daftar Pemilih Dalam Pemlhhan "Gubernur dan

Wakilk Gubemur Bupat1 dan  Wakil Bupat1

* dan/ atau Walikota dan Wak11 Wahkota (Berita
4'Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi

; Pemilihan“ Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang

'Perubahan Atas Peraturan Kom1s1 Pemlhhan Umum

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhlran Data

dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan
;‘Gubernur dan Wakil Gubemur Bupat1 dan Wakil
. Bupati, dan/atau Walikota dan “Wakil' Wahkota'
_ ”"'(Benta Negara Republlk Indonesm Tahun 2019
Nomor 1676), '
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5. Peraturan Komisi Pem111han Umum Nomor 8 Tahun g
‘ 2019 tentang ‘Tata Kerja Komisi Pem111han Umum R

,Korms1 Pemilihan Umum Prov1ns1 dan 'KomISI

_ Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara |
" Republik Indonesia Tahun 2019 ‘Nomor 320)

' sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi
Pem111han Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Kom1s1 Pem111han Umum 3

: Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kelja Komisi
, Pem111han Umum, KOl’nlSl Pemlhhan Umum Provinsi
dan _Koml_sl Pemlhhan Umum Kabupaten/ Kota ;
(Berita Negara{ Republik In_donesm -Tahun 2020 |
" Nomor 201); A |

6. Peraturan Komisi Pemlhhan Umum Nomor 5 Tahun Sl S

2020 tentang Perubahan Ketlga ‘Atas Peraturan
Komlsl Permhhan Umum Nomor- 15 Tahun 2019

'tentang ‘ Tahapan, Program  dan  Jadwal |

Penyelenggaraan Pemlhhan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupatl dan Wakll Bupat1 dan/ atau Wah .
 Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita
Negara Repubhk Indonesia  Tahun - 2020
~ Nomor 193), : L B
7."‘}Keputusan Kom1s1 Pemlhhan Umum Kabupaten
Wonosobo Nomor 158/PP 01.2-Kpt/ 3307/KPU— ‘
‘Kab/ v1/ 2020 tentang Perubahan . Ketlga Atas
Keputusan Kom1s1 Pemlhhan Umum Kabupaten
Wonosobo Nomor 240 /PP.02. 2- -Kpts/3307 /KPU-
Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknls Tahapan,_
3 Program dan Jadwal Penyelenggaraa_n ‘Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Wt_iriosobo Tahun 2020 |

Ber‘ita‘.k “ Acara  Rapat Pleno Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten = Wonosobo Nomor -

101 /PL'o:z 1 /BA/3307/KPU‘Kab‘/VI/2020. . Tanggal
16 Jum 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan

Komisi Pemlhha.n Umum Kabupaten Wonosobo




Nomor 291/PL.02.1-Kpt/3307 /KPU-Kab/XII/2019
Tentang Penetapan Pedoman Teknis Pemutakhiran
Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR
291/PL.02.1-Kpt/3307/KPU-Kab/XII1/2019 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS PEMUTAKHIRAN DATA DAN
PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO
TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan
Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Jenis Formulir Pemutakhiran Data dan
Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati
dan Wakil Bupati Wonosobo Tahun 2020 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA .  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 17 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

Ttd
ASMA’ KHOZIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
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. LAMPIRAN I i SFaE
- SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM 5
 KABUPATEN WONOSOBO =

- NOMOR 223/PL.02.1- Kpt/3307/KPU -Kab/V1/2020

TENTANG ' :

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN_

- UMUM KABUPATEN WONOSOBO NOMOR 291 /PL. 02 1-
~ Kpt/3307/KPU- Kab/XII/2019 ' TENTANG = PEDOMAN

. TEKNIS PEMUTAKHIRAN = DATA DAN PENYUSUNANV:‘:
DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL e

= BUPATI 'WONOSOBO TAHUN 2020

| 'PEDOMAN TEKNIS
PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
* DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WONOSOBO
EEY e | A‘TAH‘UN2020 Ry

BAB I
PENDAHULUAN

A, LATAR BELAKANG |

| \ Salah satu tahapan penyelenggaraan Pem111han Bupatl dan Wakil
_Bupat1 Wonosobo Tahun 2020 adalah tahapan penyusunan data dan "
daftar pemilih. Dalam tahapan 1n1 akan dltentukan dan dltetapkan .

' pemilih yang memenuh1 syarat didaftar sebagal pemlhh yang akan

.menggunakan hak p111hnya pada hari pemungutan dan penghltungan
suara. | | | e | |

| Pemutakhlran data dan penyusunan daftar pemilih merupakan

keglatan untuk memperbaharul memperbaiki dan mengumpulkan data"

. pemlhh me1a1u1 proses pemutakhlran secara langsung Keglatan»
pemutakhlran ini d11akukan oleh seluruh penyelenggara mu1a1 dari
Petugas Pemutakh1ran Data Pemilih (PPDP), Pan1t1a Pemungutan Suara
(PPS), - Panltla Pemlhhan Kecamatan (PPK), ~dan KPU Kabupaten
Wonosobo. ‘ ' '

Tujuan dari proses pemutakhiran data da’ri 'penyu’sunan daftar

: pemlhh ini ‘adalah terwujudnya data dan daftar pernlhh yang akurat ‘
komprehensﬁ dan mutakhlr sehmgga hak warga yang telah memenuh1 |
syarat sebaga1 Pem111h dapat terlayam dengan ba1k
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. MAKSUD DAN TUJUAN
1.

Sebagai acuan dan pedoman bagi penyelenggara pemlllhan di semua

tlngkatan pada proses pemutakhlran data dan penyusunan daftar

pemilih; o ‘ ; s
Mempermudah T pemahaman dan - ,menyeragamkan ~ proses
pemutakhiran data dan peﬁyusunan daftar pemilih dalam Pemilihan
Bupati dan Wakﬂ Bupat1 Wonosobo Tahun 2020; |

Mewujudkan daftar Pemilih dalam Pem111han Bupat1 dan Wakil
Bupati Wonosobo ‘Tahun 2020 yang akurat, ”vathd, mutakhir dan
komprehensif. -

. - RUANG LINGKUP

5 ?Ruang lingkup pedoman tekms pelaksanaan pemutakhlran data dan_ .
penyusunan daftar pemlhh dalam Pem111han Bupat1 dan Wakil Bupati :

Wonosobo Tahun 2020, meliputi:

‘il

2.

Hak Mem1hh dan Prinsip Pemilih;

Pemutakh1ran Data Pemlhh dan Penyusunan Daftar Pemilih;

PENGERTIAN UMUM
1.

Pem111han Bupatl dan Wakll Bupat1 Wonosobo Tahun 2020 yang
selanjutnya disebut P11bup adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat
di wilayah Kabupaten Wonosobo untuk memilih Bupatl dan Wak11
Bupati Wonosobo langsung dan demokratis. v
Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir yang selan_]utnya
disebut Pemilu atau Pem111han Terakhlr adalah Pemlhhan Umum
Tahun 2019. ‘ |

Komisi Pemlhhan ‘Umum Republik Indones1a, yang selan_]utnya
disebut KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang
bersifat nas1ona1 tetap, dan mandiri- sebagalmana dimaksud

dalam undang-undang Pem111han Umum dan diberikan tugas dan

.wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan

ketentuan yang d1atur dalam undang-undang Pemilihan.

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah, yang selanjutnya

~disebut KPU Provinsi, adalah‘k lembaga penyelenggara pemilihan

umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan
umum yang - diberikan  tugas menyelenggarakan - Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur =




5 ’:idalam undang—undang Pemilihan. _ |

‘vKorn1s1 Pemlhhan Umum Kabupaten Wonosobo yang selanJutnya

| ‘disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemlhhan o |

“"Eumum sebagmmana dlmaksud dalam undang—undang pemilihan
vkumum yang d1ber1kan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupat1

dan ‘Wakil Bupat1 berdasarkan ketentuan yang dlatur dalam
'undang—undang Pemilihan.

. Panitia Pem111han Kecamatan yang selanjutnya d1s1ngkat PPK,

adalah | ‘,pamtla yang d;bentuk oleh KPU kabupaten untuk

| menyelénggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan. |
. Panitia Pefnungntan Suara yang selanjutnya disingkat PPS, adalah
panitia | yang . - dibentuk  oleh KPU Kabupaten untuk -

i menyelenggarakan Pemlhhan di tingkat kelurahan

. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya
| disingkat KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk.
_menyelenggarakan ‘pemungutan suara  Pemilihan di ternpat
’pemungutan suara ' |

. Badan " Pengawas Pem111han Umum yang selanjutnya dlsebut
- Bawaslu, adalah - lembaga penyelenggara pemilihan umum yang
'bertugas'mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh

,J“/ilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengeneu

Pem111han Umum yang diberikan tugas' dan Wewenang dalam

g 10.

pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan

‘yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.

- Badan Pengavvas Pem111han Umum Provinsi Jawa Tengah yang

selanjutnya ,dlsebut, Bawaslu Provinsi, adalah lembaga

- penyelenggara pe'r'nilihan' umum yang - bertugas‘ mengawasi

,’penyelenggaraan E pémilihan umum di-  wilayah | provinsi
7_sebaga1mana dlmaksud dalam undang-undang yang mengatur
‘mengenal penyelenggara pem1hhan umum yang diberikan tugas
~dan wewenang dalam _pengawasan penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur

dalam undang-undang Pemilihan.

Badan Pengawas Pemlhhan Umum Kabupaten Wonosobo yang

,»'selanjutvnya; dlsebut Bawaslu_ Kabupaten adalah lembaga

> penyelenggara_ _penuhhan umum yang ~bertugas mengawasi
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14,
15.

16.

17.

18,

19.

20

21,

~ penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kabupaten

anosobo sébagaimana dimaksud dalam nndang-undang yang
mengatur mangenai - penyelenggara pe’milihan umum yang:

diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan

penyelenggaraan pemlllhan Bupati dan Wakll Bupatl Wonosobo -

berdasarkan ketentuan yang dlatur dalam Undang—Undang
Pemilihan. ’

Panitia PengaWas Pemilihan Kecamatan yang ‘selanjutnya disebut

Panwas Kecamatan, adalah pan1t1a yang d1bentuk oleh Bawaslu

Kabupaten yang bertugas mengawas1 penyelenggaraan Pemilihan
di wilayah kecamatan. ' ;

Pengawas Pem111han Lapangan yang selanJutnya d1s1ngkat 'PPL,
adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang

bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di kelurahan.

.Petugas Pemugtrakhirank Data Pemilih yang »selanjutnya disingkat
~ PPDP adalah Petugas Rukun Tetangga Rukun Warga atau nama

lainnya yang membantu PPS dalam pemutakhiran data Pemilih.
Pasangan Calon BiJ.pati dan Wakil Bupati selanjutnya disebut
Pasangan Calon, adalah Bakal Pasangan Calon yang memenuhi
syarat dan ditetapkan sebaga1 peserta Pemilihan. |
Tempat Pemungutan Suara yang selan_]utnya dlsmgkat TPS, adalah

tempat dilaksanakannya pemungutan suara Pem111han

Pemilih adalah penduduk yang beru31a pahng rendah 17 (tujuh
belas) tahun atau sudah/ pernah kawin yang terdaftar dalam
"Daftar Pem111han .

Daftar Penduduk Poten31a1 Pem111h Pemilihan yang selanjutnya .

disingkat DP4, adalah data yang "disediakan -oleh Pemerintah
berisikan data ‘ penduduk yang memenuhi persyaratan sebagai
Pemilih pada saat. Pemlhhan dlselenggarakan _ | ‘ |

Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya dlslngkat DPS adalah
daftar Pemilih. has11 pemutakhlran Daftar Pemilih Tetap pemilihan

- umum dengan mempertlmbangkan DP4

Daftar Pem111h Tetap yang selanJutnya d1s1ngkat DPT adalah DPS
yang telah d1perba_1k1 oleh PPS dan ditetapkan oleh KPU |
Kabupaten. R | o

Daftar Pem111h Tambahan yang selanJutnya d1s1ngkat DPTb adalah

>daftar Pemilih yang ‘tidak terdaftar sebagal Pem111h dalam DPT




22.

namun me'menuhi syarat dilayani pénggunaan hak pﬂihnya pada
hari dan tanggal pemungutan suara. | |
Daftar Pem111h Plndahan yang selanJutnya dlslngkat DPPh adalah

~ daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang

' menggunakan hak p111hnya d1 TPS lam

23,

Pemutakhlran ’ Data Pemilih adalah "‘kégia‘tan - untuk

- memperbaharul data Pemilih berdasarkan DPT dari Pemilu atau
~ Pemilihan Terakh1r yang dimutakhirkan oleh KPU Kabupaten‘

24,

25,

26.

27.

28

dibantu oleh PPK PPS dan PPDP dengan mempertlmbangkan DP4

dan dllakukan Pencocokan dan Pene11t1an

. Sistem Informa31 Data Pemilih yang selanjutnya dlslngkat Sldahh‘

adalah sistem elektronlk dan teknologi informasi yang dlgunakan |
penyelenggara Pemvikl:u‘f atau Pemilihan dalam ményediakan, a3t
menyusun, "rn,emu,takhirkan,: menganalisis,’ mengkoordinasi,
mengumumkan, dan memelihara data Pemilih,’ DPS, dan DPT.
'Pencoc'okan» dan Penelitian yang selanjutnya disebut Coklit adalah ;
kegiatan yang dilakukan oleh PPDP dalam Pemutakhiran Data
Pemilih denga.n bertemu Pem111h secara langsung dan berdasarkan
perbalkan dari rukun tetangga/rukun warga atau nama lain dan ‘
tambahan Pemilih. ‘

- Tim Kampanye adalah tim yang d1bentuk oleh Pasangan Calon‘

bersama—sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon ‘
Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten

Surat Keterangan adalah surat keterangan ‘telah dilakukan
perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektromk yang diterbitkan
oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Slpll

‘Hari adalah hari kalender.

VV E. ASAS PENYELENGGARA -~
1.

Dalam menyelenggarakan Pem111han, ‘Apényelénggara berpedoman
- pada asas: | '

a. mandiri;

b. jujur;

c. adil; » _

d. kepastian hukum;

€. tertib;
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kepentingan umum; _

keterbukaan;

.- proporsionalitas;

profesionalitas;

. akuntabilitas;

efisiensi;
efektivitas; dan -
aksesibilitas.

- BABII A e
HAK MEMILIH DAN PRINSIP PEMILIH

A HAK MEMILIH

1.

Warga Negara Indone31a yang merupakan Penduduk d1 wﬂayah ‘

Kabupaten Wonosobo pada hari pemungutan suara Pem111han, telah'

genap berumur 17 (tuJuh belas) tahun atau 1eb1h atau sudah/ pemah ,

kawin. mempunya1 hak memilih.

. Untuk dapat menggunakan hak mem111h dalam Pemlhhan, Warga
| Negara Indone31a yang merupakan penduduk d1 w11ayah Kabupaten i
: Wonosobo harus terdaftar sebaga1 Pem111h kecuah yang dltentukan

lain dalam undang—undang

B PRINSIP PEMILIH

S L

Pemilih sebagalmana dimaksud pada huruf A angka 2 harus yang_ :

memenuhl syarat sebagai berikut:

a.

genap berumur 17 (tuJuh belas) tahun atau leb1h pada hari

. pemungutan suara atau sudah/pernah kawm, ,

tidak sedang dlcabut hak p111hnya berdasarkan pntusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; - o

. Berdomisili . di wilayah Kabupaten Wonosobo yang dlbuktlkan

dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik; ,
Pemilih yang belum mempunya1 Kartu Tanda Penduduk’
Elektronik, ‘dapat menggunakan Surat Keterangan yang

diterbitkan dinas yang menyelenggarakan urusan kependudukan

~dan catatan sipil setempat di wilayah Kabupaten Wonosobo; dan

tidak - sedang men_]adl anggota Tentara Nasmnal Indone31a atau
Kep011s1an Negara Repubhk Indonesia. 4




‘ 2. »Perr'li‘lih yang belum genap berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari
‘f:‘ -~ pemungutan suara tetapi sudah/ pernah kawin dibuktikan dengan‘
: akta perkawman / buku mkah Kartu Tanda Penduduk Elektronlk
atau Surat Keterangan ‘ ,
3. Penduduk Kabupaten -Woriqsobo yang telah terdaftar dalam daftar
Pemilih, apabila tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud
. pada angka 1, tidak dapat menggunakan hak memlhhnya ‘
4. Seorang Pemilih hanya didaftar 1 (satu) kali dalam daftar Pemilih dl‘
| | o VPPS pada setiap desa atau kelurahan. | |
.5, Jika Pemilih terdaftar di lebih dari 1 (satu)»tempat tinggal, Pemilih j o
tersebut didaftar sesuai dengan alamat yangb tercantum dalam Kartu
- Tanda Penduduk Elektromk atau Surat Keterangan. o
6. 7Pem111h yang telah terdaftar sebagai Pemilih diberikan tanda bukti
k terdaftar menggunakan formulir Model A.A.1- KWK dan pada tempat
tinggal Pemilih tersebut ditempeli Stiker Cokht (formulir Model A.A.2-

- BABIII
PEMUTAKHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH

A PENYUSUNAN DAFTAR PEMILII-I
| 1. KPU Kabupaten menerima data hasﬂ s1nkronlsas1 DPT Pemilu
| Terakhir dan - DP4 hasﬂ ana11s1s dan KPU sebagal bahan
pertlmbangan dalam melakukan pemutakhlran :
' 2. Sinkronisasi DPT Pemilu Terakhir dan DP4 hasil anahsls tersebut
memuat data dan informasi sebaga1 berikut:
- Nomor urut
Nomor Induk Képehdudukan;
nomor Kartu Keluarga; S
nama lengkap; = :
tempat lahir;
tanggal‘ lahir;
jenis kelamin;
. statuS'pefka“rinan;
alamat jalaﬁ /dukuh;
Rukun Tetaﬁgga (RT) ;
k. Rukun Warga (RW); ;

F® Mo o0 oo
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d 1 Jems dlsablhtas, ‘

m. status perekaman‘ Kartu Tanda Penduduk Elektromk _
; »'Informas1 ‘pada status Kartu Tanda Penduduk Elektromk .
‘ 'isebagalmana dimaksud pada angka 2 huruf m, mel1put1

a. 'belum ‘ melakukan perekaman Kartu Tanda 'Penduduk =

o Elektromk

o b " telah melakukan perekaman tetap1 belum mendapatkan Kartu

Tanda Penduduk Elektronlk atau

: c. telah mem111k1 Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
.- KPU Kabupaten melakukan pencermatan terhadap data hasil
'.‘smkromsam DP’I‘ Pemllu Terakhir dan DP4 hasil analisis dan

7 selanjutnya menyusun Daftar Pemilih menggunakan formulir Model
- A-KWK; .

© 10,
i kepada PPDP dengan materi mehputl

‘ Penyusunan Daftar Pem111h sebagalmana dlmaksud dalam angka 4,
: dllakukan dengan membag1 Pemilih untuk t1ap TPS paling banyak
800 (delapan ratus) orang, dengan memperhatlkan

g a. tldak menggabungkan Pemlhh dan kelurahan yang berbeda

pada TPS yang sama,

b. tldak mem1sahkan Pemilih dalam satu rukun tetangga pada TPS

yang berbeda,

c ‘tldak memlsahkan Pem111h dalam satu keluarga pada TPS yang

berbeda,

~d. mernudahkan Pem111h

€. vhal -hal berkenaan dengan aspek geograﬁs, dan -
f. jarak dan- waktu tempuh menuju TPS dengan memperhatlkan
' tenggang waktu pemungutan suara. ’ B

. KPU Kabupaten menyampmkan daftar Pemilih kepada:

a. PPDP mela1u1 PPK dan PPS dalam bentuk hardcopy, dan
b. PPK dan PPS: dalam bentuk softcopy.

. ,,TPPDP membantu KPU Kabupaten dalam melakukan pemutakh1ran
_data Pem111h '

PPDP dlangkat dan d1berhent1kan oleh KPU Kabupaten berdasarkan

usulan dar1 PPS.

. ,Pembentukan dan tata kelja PPDP sesuai dengan ketentuan
‘ peraturan perundang—undangan "

ﬁPPS melaksanakan Blmblnga.n Teknis Pemutakhlran Data Pem111h
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J adwal pelaksanaaﬁ Coklit‘
Pers1apan pelaksanaan Cokht

Tata cara pelaksanaan Coklit

" Tata cara pengisian formuhr,

: B : PENCOCOKAN DAN PENELITIAN
| 1. PPDP melakukan keglatan cokht dengan cara:

a.

Mmoo oo o

mendatangi pem111h - secara langsung serta dapat

menlndaldanjutl usulan RT/ RW setempat

. ‘mencatat Pemlllh yang telah memenuh1 syarat tetapi . belum

terdaftar dalam daftar Pemilih menggunakan formulir Model
A.A-KWK; ‘ ‘
memperba1k1 data Pemilih Jlka terdapat kesalahan

mencoret Pem111h yang telah memnggal |

mencoret Pemilih yang telah pindah dom1s111 ke daerah lain;
mencoret Pem111h yang telah berubah status dari status sipil

menjadi status anggota Tentara Nasmnal Indonema atauf

‘Kepolisian Negara Repubhk Indone31a Rl

- mencoret Pemilih yang belum - -genap berumur 17 (tujuh belas)

tahun dan belum kawin/ menikah pada hari pemungutan suara;

mencoret data Pemilih yang telah dipastikan tidak ada

' keberadaannya setelah melakukan konﬁrmasi kepada keluarga

tetangga, dan/atau pengurus rukun tetangga /rukun warga atau
nama lain; : _

mencoret Pem111h yang sedang dlcabut hak p111hnya berdasarkan :
putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; .
mencatat keterangan Pem111h berkebutuhan khusus pada kolom |
jenis d1sab111tas, dan '» . i

mencoret Pemlhh yang berdasarkan 1dent1tas kependudukan |
bukan merupakan penduduk | pada daerah yang '

menyelenggarakan Pemlhhan

2. Dalam hal Pemlhh yang tercantum dalam daftar Pem111h pada
formuhr Model A-KWK dan formulir Model A.A-KWK tidak dapat
ditemui secara langsung oleh PPDP untuk dilakukan Coklit -

. terhadap Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan .

" Pemilih atau keluarganya dapat menunjukkan Kartu Keluarga
kepada PPDP sebagal dasar Coklit.
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PPDP memberlkan tanda bukt1 terdaftar kepada Pem111h dengan

menggunakan formuhr Model A.A.1-KWK dan menempelkan stlkerf : ‘

Coklit pada rumah Pemilih sesuai dengan _]umlah kepala keluarga

' dengan menggunakan formuhr Model A.A2- KWK

PPDP merekap1tu1as1 has11 keglatan Cokht ke dalam formuhr Model
A.A.3-KWK.

Selama melaksanakan keglatan Pemutakh1ran Data Pem111h PPDP
Wa_]lb menggunakan tanda pengenal PPDP;

PPDP menyampalkan dokumen hasil keglatan Coklit kepada PPS

meliputi:

a. formulir Model A—KWK yang telah dlgunakan

b. formuhr Model A. A-KWK yang dlkembahkan,
formuhr Model A. A.l- KWK; dan

d forrnullr Model A A 3 KWK.

PPS dalam menerima hasil Coklit PPDP nielakukan kegiatan;

a. mengecek kelengkapan dokumen has11 Cokht PPDP;

b. memeriksa kesesuaian pengisian hasil Coklit PPDP dan

c. .memeriksa kesesuaian jumlah antara hasil Coklit PPDP dengan-
rekapitulasi hasil Coklit pada formulir Model A.A.3-KWK.

Dalam hal terdapat hasﬂ Coklit PPDP yang tidak Iengkap dan/atau

tidak sesual, PPS memmta PPDP untuk: melengkap1 dan

memperbaiki hasil Coklit. , o ’

Setelah menerima ‘hasil Coklit dan PPDP PPS menyusun daftar |

~ Pemilih has;l pemutakhlran berdasarkan hasil Cokht oleh PPDP.

PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH HASIL PEMUTAKHIRAN

L

PPS dalam menyusun daftar Pemilih hasil pemutakhiran dibantu
oléh PPDP dengan membuat softcopy terhadap Pemilih yang tidék ‘
memenuh1 syarat, Pemilih ‘baru, perbalkan data Pemilih yang_
berbasis TPS dengan menggunakan formulir Model A.B-KWK. |

PPS melakukan rekap1tu1a81 daftar Permhh hasil pemutakhlran'
setelah menyusun daftar Pem111h dengan menggunakan formuhr
Model A.B.1- KWK

PPS berkoordmam dengan pefugas yang melakukan‘ registrasi
kependudukan kelurahan sebelum dan setelah PPDP melakukan
Cokht ' o
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' dimaksud pada huruf C angka 2 kepada PPK dan KPU KABUPATEN ’
dalam bentuk soﬁcopy dan hardcopy ’ ‘
11,

12,
13.

- 14,

15.

- 16.

-11-

Rekapitulasi sebagaimana dixﬂaksud kpadal aﬁgka 2 dilakukan dalam .

‘rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam benta acara yang
d1tandatangan1 oleh Ketua dan Anggota PPS

Rapat pleno terbuka sebagalmana dlmaksud dalam angka 4 dlhadm'
oleh PPDP, PPL dan T1m Kampanye Pasangan Calon.

Dalam rapat pleno terbuka sebagaumana dimaksud pada angka 4

"PPL atau Tim Kampanye Pasangan Calon dapat membenkan_

masukan apablla terdapat kekeliruan dalam rekap1tu1a31 Coe
Masukan sebagmmana d1maksud pada angka 6 harus dlsertali

dengan data autentlk dan ‘bukti tertulis berupa nama Pemilih, :
nomor 1nduk ‘kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan lokasi TPS.

. PPS ‘wajib ‘menindaklanjUti masukan, _‘:,apabila" - data yang

’ d1tun3ukkan terbuktl benar

PPS menyarnpalka_n daftar Pemilih sebagalmana dlmaksud pada
huruf C angka 1 kepada PPK, PPL dan KPU KABUPATEN dalam
bentuk softcopy dan hardcopy R :

PPS menyampaJkan rekapltulasi daftar _Pemilih sebagaimana

Dalam hal PPS melakukan penyusunan daftar Pemilih hasil

pemutakhlran secara manual penyampalan daftar Pemlhh

sebagmmana dlmaksud pada huruf B angka 9 dan huruf C angka 2.
dllakukan dalam bentuk hardcopy

PPK melakukan rekap1tulas1 daftar ‘Pemilih hasil pemutakh1ran di

‘wilayah kerjanya - setelah . menerima daftar Pemilih  hasil h

pemutakhiran dan PPS ; |
Rekap1tu1as1 sebagalmana dlmaksud pada angka 12 dllakukan
dalam rapat pleno terbuka dan dltuangkan ke dalam berita acara
yang d1tandatangan1 oleh Ketua dan Anggota PPK. V

‘Rapat pleno terbuka dihadiri oleh PPS Panwas Kecamatan dan T1m _

Kampanye Pasangan Calon 4

Dalam rapat pleno terbuka, Panwas Kecamatan atau T1m Kampanye
Pasangan Calon dapat memberlkan masukan apabﬂa terdapat
kekeliruan dalam rekap1tu1as1 - ;

Masukan sebagalmana dlmaksud pada angka 15 harus dlsertal
dengan data autentlk dan bukti tertulis ‘berupa nama Pemlhh
nomor 1nduk kependudkukan,k tanggal lahir Pem111h, dan lokasi TPS. ,




-12 -

17 PPK Wa_]lb memndaklanjuu masukan tersebut apablla data yang

B ld’dltun_]ukkan terbuktl benar e ~ :
18. PPK menyusun rekapltula31 hasil Pemutakhlran Daftar Pemlhh

sebagalmana dlmaksud pada angka 12 ke dalam formulir Model
- . AB2-KWK. . R R T S
. - 19 L Salinan formuhr Model A. B 2 KWK dlsampalkan kepada o
Ca KPU Kabupaten el |
b Panwas Kecamatan, dan

setiap Tim Kampanye Pasangan Calon

D DAFTAR PEMILIH SEMENTARA
: 1. Setelah menerima . sebagalmana dlmaksud pada ‘huruf C angka 18
~_‘rekap1tu1as1 daftar Pemlhh hasﬂ pemutakhlran dari PPK, KPU
"”Kabupaten melakukan rekap1tula31 daftar Pemlhh hasil pemutakhlran ‘
. ‘dan menetapkan DPS; - . ‘
- 2. | ‘Rekapltula81 dan penetapan DPS sebagalmana dlmaksud pada angka
o 1 d11akukan dalam rapat pleno terbuka dan dltuangkan dalam berita
_ | acara yang d1tandatangan1 oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten k
: 3. Rapat pleno terbuka sebagalmana dlmaksud pada angka 2 d1had1r1 "
‘ roleh PPK, Bawaslu Kabupaten, Tim Kampanye Pasangan Calon dan
: , D1nas Kependudukan dan Pencatatan Slpll Kabupaten Wonosobo . |
4. - Dalam rapat pleno sebagalmana dimaksud- pada angka 3 PPK,
Bawaslu Kabupaten, atau ‘Tim Kampanye Pasangan Calon dapat
-membenkan masukan apablla terdapat kekehruan dalam rekap1tu1as1
| i‘;_‘5., Masukan sebaga1mana dlmaksud pada angka 4 harus dlSCI’tal dengan
o data autentlk dan bukti tertuhs berupa nama Pemilih, nomor induk
B - kependudukan, tanggal lahlr, Pem111h dan- 10kas1 TPS. '
6. NKPU Kabupaten Wa_]lb menlndaklanjutl masukan apablla data yang.
,E‘d1tun_]ukkan terbukti benar ‘ e
7. KPU Kabupaten menyusun rekap1tu1a31 DPS ke dalam formuhr Model |
,A11KWK , enmany s R
8. 'KPU Kabupaten menyampalkan sahnan formuhr Model A.1.1- KWK

‘sebagalrnana dunaksud pada angka 7 kepada
~a. KPU Prov1n31 ' .
b. KPU melalui KPU Prov1ns1,
¢. Bawaslu KABUPATEN
d. setlap Tim Kampanye Pasangan Calon, dan:
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D1nas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wonosobo;

KPU Kabupaten dalam menetapkan DPS sebagalmana dimaksud pada S
- ‘angka 1 menggunakan formulir Model A.1- KWK.
- 10.

KPU Kabupaten menyampmkan salinan DPS sebaga1mana dimaksud
pada angka 9 kepada PPS ‘melalui PPK dalam Jumlah 3 (tlga) rangkap,
untuk dlgunakan sebaga1

 a. pengumuman di kantor kelurahan;

o1l
12.

13.

b. pengumuman di sekretanat/ balai Rukun Tetangga (RT) / Rukun'
- Warga (RW) atau tempat strategis lainnya; dan:
c. PPS. SR - -

KPU Kabupaten menyampalkan salinan DPS sebagaimana dimaksud

~ pada angka 9 dalam bentuk softcopy dengan format Portable- |

Document Format (PDF) kepada Tim Kampanye Pasangan Calon dan‘, :
Bawaslu KABUPATEN, untuk inengiapat masukan dan tanggapan. |
Salinan DPS yang »dis_ampaikan sebagaimana dimaksud pada angka |
10 dan angka 11 dapat diberikan dalam bentuk comma separated
values (CSV) dengan tidak menampllkan informasi nomor 1nduk
kependudukan dan nomor kartu keluarga Pemilih secara utuh. |
PPS mengumumkan DPS pada tempat yang mudah dijangkau dengan
tidak menampilkan informasi nomor induk kepéndudukan dan nomor
kartu keluarga Pemilih se‘cara utuh untuk mendapat tanggapan

masyarakat selama 10 (sépuluh) Hari setelah menerima DPS.

UJI PUBLIK DPS

 KPU Kabupaten dapat melakukan uji publik DPS sebagaimana

dimaksud pada huruf D angka 9 dengan dibantu PPK dan PPS serta
melibatkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan masukan

dan tanggapan.

'DAFTAR ‘PEMILI‘H SEMENTARA HASIL PERBAIKAN

1. Pem111h atau anggota’ keluarga atau pihak yang berkepentlngan‘
dapat mengajukan usul perbaikan mengena1 penuhsan nama
dan/ atau identitas lamnya yang tercantum dalam DPS kepada PPS.

2. Selain usul perbaikan, Pemilih atau anggota kkeluarga‘ atau pihak
yang Vberkepéntingan dapat membeﬁkan ~usulan perbaikan
berkaitan dengan informasi tentang 'Pemilih" kepada PPS, yang

| meliputi:
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a. Pem111h telah memenuhi syarat sebagai pem111h

b. Pemilih sudah / pernah kawin di bawah umur 17 (tujuh belas)
-tahun; ' _ | ; |

c. Pem111h sudah pensiun dari Tentara Nasional Indonesia éfau

Kepolisian Negara Republik IndonéSia dan /atau Pemilih yang

berubah status 'menjadi ‘Tentara Nasional Indonesia atau ”

Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Pemilih sudah meninggal dunia; |

Pemilih tidak berdomisili di kelurahan tersebut

Pemilih terdaftar lebih dari 1 (satu) kali; dan /atau o

'Pem111h terdaftar tetap1 sudah tidak lag1 memenuh1 syarat ‘

sebaga1 Pemilih sebagalmana dlmaksud pada huruf B angka 1;

'Usulan perbalkan sebagalmana dimaksud pada angka 1 dan

angka 2 dlsampalkan kepada PPS dengan menunjukkan dan
menyerahkan salinan (fotocopy) Kartu Tanda Penduduk Elektronik

atau Surat Keterangan dari Pemilih yang informasinya diusulkan

‘ untuk d1perba1k1 serta rneng131 formuhr Model A.1.A-KWK.

PPS melakukan verlfika31 terhadap usulan perbalkan sebagalmana

dimaksud . pada angka 1 dan angka 2 ,‘kepada Pemilih - yang

_informasinya diusulkan untuk diperbaiki.

Dalam hal berdasarkan hasﬂ venﬁkas1 sebagalmana dimaksud

pada angka 4, usulan perbalkan dapat dltenma, PPS memperba1k1

- DPS berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat
. Keterangan serta membenkan tanda bukti telah diterima usulan '
_perbalkan 1dent1tas dan/atau telah terdaftar sebaga1 Pemilih.

PPS melakukan rekap1tu1as1 DPS hasﬂ perbaikan sebageumana
dimaksud pada angka S menggunakan formulir Model A. 2 1-KWK.
Rekapitulasi sebagalmana dlmaksud ‘pada angka 6 dilakukan
dalam rapat pleno terbuka yang dapat dihadiri oleh PPDP, PPL, .
dan Tlm Kampanye Pasangan Calon. :

PPL dan Tim Kampanye Pasangan CaJon dapat membenkan"
masukan dalam rapat pleno terbuka dengan menyertakan data
autentik dan bukti tertulis berupa nama Pemlhh nomor mduk
kependudukan, tanggal lahir Pemlhh dan lokasi TPS.

Hasil rapat pleno’ terbuka dltuangkan dalam benta acara yangw
d1tandatangan1 oleh ketua dan anggota - PPS. ‘ '

PPS menyampalkan DPS hasil perbalkan sebagalmana dimaksud




11.

12,

15

pada angka 5 dan rekap1tu1as1 DPS hasil perba.\kan sebagmmana
d1maksud pada angka 6 kepada PPK.

Setelah menenma ‘hasil perba1kan DPS dar1 PPS sebagalmana

;dlmaksud pada angka 6, selanjutnya PPK melakukan rekap1tu1a31

Hasil Perbalkan DPS menggunakan formulir Model A. 2.2- KWK

'Rekap1tu1as1 sebagalmana dimaksud pada angka 11 dllaksanakan ‘

: dalam rapat pleno terbuka dan dituangkan ke dalam berita acara

- yang d1tandatangam oleh Ketua dan Anggota PPK.

13,

14,

15.

16.

Rapat pleno terbuka sebagalmana dlmaksud pada angka 12

dihadiri oleh PPS, Panwas Kecamatan dan T1m Kampanye , -
| Pasangan Calon.

‘Dalam rapat pleno terbuka sebagalmana dlmaksud pada angka 13, -

Panwas Kecamatan, atau T1m ‘Kampvanye ‘Pasangan Calon dapat
memberlkan masukan apabilav terdapat» kekeliruan dalam
rekapitulasi. | L T e e
Masukan sebagalmana dlmaksud pada angka 14 harus disertai .

dengan data autentik dan bukti ‘tertulis berupa nama Pexmhh

Nomor Induk: Kependudukan tanggal lahir Pem111h dan lokasi TPS o

PPK wajib menlndaklanjutl masukan sebagalmana dimaksud pada h

5 angka 15 apabila data yang d1tun3ukkan terbukti benar

17.

PPK menyampmkan salinan rekap1tu1as1 DPS Hasﬂ Perba1kan
sebaga1mana dlmaksud pada angka 11 kepada
a. KPU Kabupaten .

' b. Panwas Kecamatan, dan

c.. setlap Tim Kampanye‘ Pasangan Calon. -

G DAFTAR PEMILIH TETAP

1.

Setelah menerima has11 perbalkan DPS dan PPK sebagalmana

kdlmaksud pada huruf F angka 10, KPU  Kabupaten melakukan

rekapitulasi has11 perbalkan DPS dan menetapkan DPT.
Rekap1tu1a81 dan penetapan DPT sebagalmana dimaksud pada

~angka 1- d1lakukan dalam rapat pleno terbuka dan dltuangkan

dalam berlta acara yang d1tandatangam oleh Ketua dan Anggota‘ -

~KPU Kabupaten _ , v
. ‘Rapat pleno terbuka sebagalmana dlmaksud pada angka 2 d1had1r1 |

‘oleh PPK, Bawaslu Kabupaten, dan T1m Kampanye Pasangan Calon
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Dalam Rapat Pléno sebagaimana dimaksud pada angka 2, PPK,
Bawaslu Kabupaten, dan Tim Kampanye' Paslon dapat memberikan

masukan apabila terdapat kekeliruan dalam rekap1tu1a81

. 'Masukan sebagalmana dlmaksud pada angka 4 harus disertai data ]

autentlk dan bukt1 tertulis berupa nama Pem111h Nomor Induk
Kependudukan, tanggal lahir Pemilih, dan loka81 TPS.

KPU Kabupaten Wa_]lb memndaklan_]uu masukan sebagaimana
d1maksud pada angka S apabxla data yang dltunjukkan terbukt1k
benar. L N

KPU. Kabupaten menetapkan DPT sebagalmana dlmaksud pada ‘
angka 1 dengan menggunakan formuhr Model A.3-KWK. ‘
KPU Kabupaten menyusun rekapitulasi DPT sebagaimana
dimaksud pada angka 1 ke dalam'forrhulkir Model A.3.1-KWK.

KPU Kabupaten .~ menyampaikan Salinan rekapitulasi DPT
sebagalmana d1maksud pada angka 8 kepada v ‘

a. KPU Provinsi; - T

.. KPU Republik Indone31a melalul KPU Prov1n31

Bawaslu Kabupaten |

. setiap T1m Kampanye Paslon, dan - :

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Slpll Kabupaten‘
Wonosobo. ~ . ‘ o

KPU Kabupafah menyampalkan | rsalinal"l“” penetapa.n’ DPT
sebaga1mana d1maksud pada angka 7 kepada PPS mela1u1 PPK

 dalam _]umlah 3 (tiga) rangkap untuk dlgunakan sebagai:

11.

12

a. pengumuman di kantor kelurahan .

b. pengumuman di sekretanat/ balai Rukun Tetangga (RT)/Rukun
Warga (RW) atau tempat strategls la1nnya, dan

c. arsip PPS. : ’ ‘

KPU Kabupaten ‘menyampaikan vsalinan DPT - sebagaimana -

dimaksud pada angka 7 dalam bentuk softcopy dengan format
portable documént fofmat (PDF) kepada Tim Kampanye Pasangan ‘
Calon tingkat kecamatan T1m Kampanye Pasangan Calon tlngkat

kabupaten, Panwas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten

KPU Kabupaten membenkan salinan DPT dalam bentuk soﬁcopy ‘

dengan format excel atau comma separated values (CSV), apablla,
terdapat permmtaan ‘darl Tim K_ampanye Pasangan Calon tingkat

kecamatan, Tim Kampanye Pasangan Calon: tingkat kabupaten,
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e w“fPanwas Kecamatan dan Bawaslu Kabupaten

13}. ‘Sahnan DPT yang dlsampalkan sebagalmana dlmaksud pada angka:f'

10, angka 11 dan angka 12 tidak menampllkan informasi nomor

-induk kependudukan dan ‘nomor kartu: keluarga Pemilih secara E

' utuh. \ ‘ ‘

1_4; ‘ Setelah menerlma DPT dar1 KPU KABUPATEN PPS mengumumkan ,

fDPT pada o tempat yang mudah dljangkau dengan tidak |

| .";menampﬂkan 1nformas1 nomor induk kependudukan dan nomor
~ kartu kelua.rga Pemilih secara utuh.

15, Rekapitulasi DPT dlgunakan sebagai bahan penyusunan kebutuhan

| - perlengkapan pemungutandan penghltungan suara Pemilihan serta

s proses pend1stnbu81annya

. H. DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN

A‘Pemlhh yang t1dak terdaftar ‘dalam DPT tetap1 memenuh1 syarat

¥ sebaga1 Pemilih, menggunakan hak p1hhnya pada hari pemungutan )

‘suara dengan d1masukkan dalam DPTb di TPS yang sesual dengan
- alamat Pemilih yang bersangkutan menggunakan formuhr Model
“ATbKWK e e T g

L. DAFTAR PEMILIH PINDAHAN
1. Sallnan DPT dapat d11engkap1 dengan DPPh
2. DPPh sebagalmana dimaksud pada angka 1 terdiri atas data
- Pemilih yang telah ‘terdaftar dalam DPT d1 suatu TPS karena
‘ ~l‘keadaan tertentu tldak dapat menggunakan haknya untuk :
o : ;memlllh di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memlhh d1
“TPS lain. I :
: ’3f Keadaan tertentn Sébagaimana dimaksud pada’angka 2 rnelipilﬁ
a men_]a_lankan tugas di tempat lain pada har1 Pemungutan ;
Suara; ‘ i g o "
: f_'b; jimen.]alam rawat 1nap di rumah sak1t atau puskesmas dan
| ‘4 . '_keluarga yang mendamplngl, el ‘
o c. penyandang dlsablhtas yang‘ berada d1 pant1 sosml/ pant1
rehab1htas1, 3 ' B
a menjalani rehab1htas1 narkoba,

e. menJad1 tahanan di. rumah ~ tahanan- .aftau | lembaga |

e pemasyarakatan




-18 -

i tugas belajar;

g. pindah domisili; dan/atau
h. tertimpa bencana alam.

DPPh sebagaumana dimaksud pada angka 2 dlsusun menggunakan

formulir Model A 4- KWK paling lambat 3 (tlga) hari sebelum har1

pemungutan suara.
Untuk dapat dlmasukan ke dalam DPPH maka :
a. Pemilih menga_]ukan pindah memilih ke PPS asal dengan
menunjukkan Kartu Tanda Penduduk elektromk atau Surat
- Keterangan dan bukt1 telah terdaftar sebaga1 pemlllh dalam
DPT di TPS asal.

~ b. Pemilih melaporkan kepada PPS asal untuk mendapatkan

surat pemberitahuan DPPh dalam formuhr Model A.5-KWK
_ yang akan dlgunakan untuk mem111h di TPS lam pahng lambat
3 (tlga) hari sebelum hari pemungutan suara

c. PPS asal meneliti kebenaran identitas Permhh dan mencatatﬁya
pada kolom keterangan Salinan DPT (forrriﬁlir Model A.3-KWK).

d. PPS asal menerbitkan ‘Surat Pemberitahuan DPPh atau
formuhr Model A.5- KWK, 1 lembar untuk Pemilih dan 1 lembar -

 untuk ars1p PPS. |

e. Pemilih menyerahkan Surat Pemberltahuan DPPh atau formulir
Model - A.5-KWK ke PPS tujuan pallng lambat 3 (tlga) hari
sebelum hari pemungutan suara. ,

f. PPS tuJuan menyusun DPPh menggunakan formuhr Model A.4-
KWK pa.hng lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan
suara. ; a ' o

Pemilih yang mengalami keéulitan atau tidak dapat menempuh

prosedur sebagaimana dimaksud pada 'aingka 5 dapat melapor

kepada KPU Kabupaten untuk mendapatkan formulir Model A 5-

KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara |

7. KPU Kabupaten menyampalkan Salinan DPPh kepada PPS.

Jd.. SISTEM INF ORMASI DATA PEMILIH

‘1.

KPU Kabupaten PPK dan PPS dalam menyusun data pemlhh DPS,
dan DPT menggunakan Sidalih, yang tujuannya untuk mendukung
kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi,

mengumumkan, memelihara data Pemilih dan untuk melayani
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Pem111h melakukan pemerlksaan data Pem1hh

Setelah pemungutan suara KPU Kabupaten memasukkan data e

_ DPTb pada Sistem Informas1 Data Pemilih guna Pemutakhiran = |

Data Pemilih ‘berkyelan_]u_tanr untuk ,Pemlhhan atau Pemilu
berikutnya. e ' ‘
Petunjuk tekms Pemutakhlran Data Pemilih berkelan_]utan

- sebagaimana d1maksud pada angka 2di tetapkan oleh KPU.

Sidalih d1se1enggarakan oleh KPU KABUPATEN PPK dan PPS.

Dalam hal tidak tersedla sarana dan prasarana memadal untuk e

menyelenggarakan Sldahh di tlngkat kelurahan, Pemutakhiran

: Data dilakukan secara manual dleh' PPS dan proses’Pemutakhiran '
Data pada Sidalih difasilitasi oleh PPK dan/ atau KPU Kabupaten.

. PENGAWASAN DAN PELAPORAN

1.

KPU Kabuapten secara berkala melakukan momtonng dan .

_ pencermatan terhadap pelaksanaan tugas PPDP ‘melalui PPS dan

PPK.

KPU Kabupaten melakukan pemeriksaan terhadap pela.ksanavan'
tugas PPDP dengan menggunakan sampel' paling sedikit 5% (lifna
persen) dari Jumlah TPS di Kabupaten Wonosobo. |
Ketentuan lebih la.n_]ut mengenal mekanlsme pemenksaan dlatur
dengan keputusan KPU ‘ |
KPU Kabupaten menlndaklanjutl rekomenda31 has11 pengawasan :
oleh Bawaslu Kabupaten terhadap pelaksanaan Pemutakh1ran
Data dan Penyusunan Daftar Pemilih. 7

KPU Kabupaten wajib menyampaikan Laporan Tahapan |
Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar -Pei'nilih Pemilihan
kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampalkan tembusannya

kepada Bawaslu Kabupaten

BAB IV

KETENTUAN LAIN - LAIN

Dalam hal perekaman Kartu Tanda Penduduk Elektronik sudah
mencakup 100% (seratus persen) Pemilih, keglatan penyusunan

daftar : Pem111h menggunakan Pemutakhlran ~ Data Pemilih
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, berkelanjutan o .
KPU Kabupaten bersama dengan PPK dan PPS setempat serta_'n

berkoordinasi = dengan plmplnan Rumah tahanan, lemb‘aga‘

\pemasyar’akatan, dan/ atay rumah akit untuki melakukan : R

Pemutakhlran Data _ Permhh di rumah “‘tahanan, lembaga N

- pemasyarakatan, dan, / atau rumah sakit.

Pemutakhiran data Pem111h dllakukan dengan cara: . _

~a. Pemilih menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektromk atau ';
Surat Keterangan kepada KPU Kabupaten atau '

b. Pemilih dapat menunjukkan fotokop1 Surat Keterangan atau. ,
kartu keluarga sebagaJ dasar Coklit, jika Pemilih tidak dapat‘ .
menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektromk atau Surat_"u
Keterangan AR ST S o

Dalam hal terjadi bencana atau konﬂ1k pada seluruh atau sebaglan‘

daerah yang mengakibatkan penduduk setempat harus plndah .

‘dom1s1h maka KPU Kabupaten ' R ‘

: a. melakukan Pemutakhlran Data Pemilih bersama dengan PPK
~dan PPS dengan memperhatlkan tempat tlnggal sesuai dengan
Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau Surat Keterangan,
untuk keadaan bencana atau konﬂlk yang terjadl sebelum»
'penetapan DPT atau : s , e

b. melayam hak p111h penduduk tersebut sesuai dengan lokast ‘k
tempat pengung51an, untuk keadaan bencana atau konﬂlk yang
teljadl setelah penetapan DPT. ‘ ‘

KPU Kabupaten Wa_]lb menjaga kerahasiaan informasi data pribadi

yang tercantum dalam _daftar Pem111h sesua1 dengan ketentuanr-; ‘

peraturan perundang—undangan ’ ‘ :

Pelaksanaan Pemutakhlran Data Pemilih dan p‘e'nylis'unan daftar

Pemilih menggunakan bentuk dan . Jenls formuhr sebagalmana_ g

- “tercantum dalam Lamplran Keputusan yang merupakan baglan o

tidak terp1sahkan dari Keputusan KPU Kabupaten

Pengadaan formuhr dllaksanakan oleh KPU Kabupaten
KPU Kabupaten dapat membentuk kelompok - kexja untuk
vpelaksanaan keglatan Pemutakhlran Data Pem111h |
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BAB V
PENUTUP

Demikian pedoman teknis ini dibuat sebagai acuan dalam melakukan
Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam

Pemilihan.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 17 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO,

Ttd

ASMA’ KHOZIN
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO
Kepala Sub Bagian Hukum,
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LAMPIRAN m

| SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM =

KABUPATEN WONOSOBO

~ NOMOR 223/PL.02.1-Kpt/ 3307 /KPU-Kab/VI/2020

, " TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI ‘
' ,PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOSOBO

NOMOR 291/PL.02.1-Kpt/3307/KPU-Kab/XII/2019

TENTANG PEDOMAN TEKNIS 'PEMUTAKHIRAN ~

DATA DAN PENYUSUNAN ~ DAFTAR PEMILIH
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
WONOSOBO TAHUN 2020

JENIS FORMULIR PEMI‘iTAKHIRAND DATA DAN PENYUSUNAN

DAFTAR PEMILIH DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
'KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2020

‘NO

NAMA

11

Model A.1.2-KWK

KODE
1. |Model AKWK | Daftar Pemilih |
2. |Model AA-KWK | Daftar Pemilih Baru
3. | Model AL A.1-KWK Tanda Bukti Pendaftaran Pemlhh
4..| Model A.A.2-KWK' . | Stiker Tanda Bukti Pencocokan dan Penehtlan
75. | Model A.‘A.3-KWK | Laporan Hasil Coklit PPDP
- 6. | Model AB-KWK | Daftar Perubahan Pemilih Hasil Pemutakhiran
‘_ - Model AB. 1-KWK‘ Reﬁkapljtularm Daftgr Perubahan Pemlhhk Hasll
, f Pemutakhiran Kelurahan _
8. | Model AB.2-KWK : N Rekapitulasi Daftar Perubahan Pem;hh Hasil |
' o a5 Pemutakhiran Kecamatan ~,
9. [ Model A.1-KWK Daftar Pemilih Sementara
10} Model A1 1-KWK, Rekap1tu1as1 Daftar Pemlhh Has11
_ RERE Pemutakhlran Kelurahan Sl
Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasﬂ

- Pemutakh1ran Kecamatan o
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Model A.1.A-KWK

Formulir Tanggapan dan Masukan

Masyarakat terhadap DPS

13

Model A.2-KWK

Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan

14

Model A.2.1-KWK

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil

Perbaikan Kelurahan

15

Model A.2.2-KWK

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Hasil

Perbaikan Kecamatan

16

Model A.3-KWK

Daftar Pemilih Tetap

Iz

Model A.3.1-KWK

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten

18

Model A.4-KWK

Daftar Pemilih Pindahan

19

Model A.5-KWK

Surat pemberitahuan (Daftar Pemilih
Pindahan)

20

Model A. Tb-KWK

Daftar Pemilih Tambahan

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 17 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN WONOSOBO

Ttd
ASMA’ KHOZIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN WONOSOBO

Kepala Sub Bagian Hukum,

o KARL

™
™
~




